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PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK DENGAN 

KECENDERUNGAN KLEPTOMANIA SEBAGAI PELAKU PENCURIAN 

DI SURAKARTA 

 

Abstrak 

Kleptomania merupakan suatu gangguan kejiwaan yang mengakibatkan 

pengidapnya tidak dapat menahan diiri untuk tidak mengambil sesuatu yang 

bukan miliknya. Benda yang dicuri oleh orang yang mengidap kleptomania 

biasanya merupakan benda yang tidak begitu berharga secara materiil. Seseorang 

yang mengidap kleptomania cenderung mencuri sesuatu karena sebab adanya 

dorongan yang tak tertahan dalam dirinya yang apabila tidak dilakukan ia akan 

merasa tertekan. Kleptomania tidak hanya dapat terjadi pada orang dewasa, 

namun juga dapat terjadi pada anak-anak. Berkaitan dengan hal tersebut,  

penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap 

anak dengan kecenderungan kleptomania sebagai pelaku pencurian dan juga 

bagaimana penyelesaian kasus tindak pidana pencurian pada anak dengan 

kecenderungan kleptomania khususnya di Kota Surakarta. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan 

hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi. Hasil 

dan kajian penelitian menunjukkan bahwa seseorang anak yang mengidap 

kleptomania tidak dapat dipidana kecuali ia melakukan tindak pidana lain diluar 

kleptomania maka ia dapat dipidana dengan cara diversi berdasarkan undang-

undang yang berlaku, hal inilah yang di impelmentasikan aparat penegak hukum 

di Kota Surakarta apabila menangani kasus tindak pidana anak. 

 

Kata Kunci: anak, kleptomania, pertanggungjawaban pidana. 

 

Abstract  

Kleptomania is a mental disorder that causes the sufferer to be unable to stop 

himself from taking something that does not belong to him. Items stolen by people 

with kleptomania are usually of little material value. Someone who suffers from 

kleptomania tends to steal something because of an irresistible urge in him that if 

he doesn't do it he will feel depressed. Kleptomania can occur not only in adults, 

but also in children. In this regard, this study examines how criminal 

responsibility for children with kleptomania tendencies as perpetrators of theft is 

and also how to resolve criminal cases of theft in children with kleptomania 

tendencies, especially in Surakarta City. This study uses a normative-empirical 

type of research regarding the implementation of normative legal provisions in 

their actions in every legal event that occurs. The results and research studies 

show that a child who suffers from kleptomania cannot be convicted unless he 

commits another crime outside of kleptomania, so he can be punished by 

diversion based on the applicable law, this is what law enforcement officers in 

Surakarta City implement when handling cases child crime. 
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1. PENDAHULUAN 

Zaman berkembang dengan sangat cepat, terlebih kini berbagai teknologi telah 

membantu aktivitas manusia sehingga aktivitas manusia semakin dipermudah. 

Anak-anak juga tak luput dari perkembangan zaman, kini anak-anak lebih sering 

menghabiskan waktu didepan layar ponsel genggam dari pada bermain bersama 

dengan teman-temannya. Kebiasaan anak-anak yang buruk sering kali 

memberikan dampak buruk kepada anak pula, seperti lingkungan bermain yang 

tidak baik juga akan memberikan dampak terhadap perilaku dan kebiasaan anak. 

Dewasa ini juga sering kita jumpai anak-anak dengan kebiasaan-kebiasaan yang 

buruk dan tidak wajar karena pergaulan dan lingkungan yang tidak baik pula 

Salah satunya bentuk kasus kenakalan remaja terjadi pada anak berusia 8 

tahun di Nunukan, Kalimantan Utara yang kedapatan mencuri hingga puluhan kali 

hingga mengundang perhatian banyak masyarakat (Zulfiqor, 2020). Pencurian 

adalah suatu perbuatan mengambil suatu benda baik itu berwujud maupun tidak 

berwujud yang bukan kepunyaan sendiri secara sengaja dan melawan hukum. 

Hukuman yang mengatur mengenai pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP 

(Permana, 2020). Namun hal ini menjadi kompleks ketika pelaku pencurian 

merupakan orang dengan kecenderungan kleptomania. Kleptomania tidak hanya 

dapat menyerang orag dewasa namun dapat juga diidap oleh anak-anak. 

Kleptomania merupakan suatu gangguan jiwa dimana seseorang memiliki 

dorongan untuk mencuri bukan dengan sengaja untuk memeperkaya diri, namun 

hasrat tersebut terjadi begitu saja dalam diirnya. Benda-benda yang dicuripun 

cenderung benda-benda yang tidak berharga seperti sepatu bekas, baju bekas, 

permen dan lain sebagainya. 

. Perlindungan terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana 

merupakan suatu hal yang sangat penting karena hal tersebut berhubungan dengan 

masa depan si anak. Dalam hal anak penderita kleptomania menjadi pelaku tindak 

pidana atas gangguannya tersebut maka pertanggung jawaban pidanaya mengikuti 

sebagaimana di atur dalam undang-undang anak. selain berfokus pada pemberian 

perlindungan hukum, kita juga sepatutnya memperhatikan perlindungan dan 

penyembuhan terhadap kondisi psikologi anak. 
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Selaras dengan hal-hal yang telah disampaikan diatas maka penelitian ini 

nantinya akan membahas tentang penerapan diversi terhadap anak dengan 

kecenderungan kleptomania sebagai pelaku pencurian. Masalah yang akan diteliti 

terkait dengan bagaimana peertanggung jawaban pidana terhadap anak dengan 

kecenderungan kleptomania sebagai pelaku pencurian dan bagaimana 

penyelesaian kasus tindak pidana pencurian pada anak dengan kecenderungan 

kleptomania di kota surakarta. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan 

normative normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah pendekatan non-judicial case study, judical case study dan 

live case study, yang mana merupakan pendekatan kasus berkaitan dengan hukum 

yang tidak ada konflik. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data 

sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini peneliti dapatkan melalui 

wawancara terhadap narasumber yakni Yayasan PEKSOS SAKTI Anak Kota 

Surakarta. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen hukum, jurnal, 

literatur atau dokumen dari website yang relevan dengan penelitian ini. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan, di mana 

pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mempelajari literatur yang 

berhubungan dengan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai upaya 

untuk menanggulangi kejahatan dan studi lapangan dengan cara mewawancarai 

pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kleptomania Oleh Anak 

Kata tindak pidana berasal dari kata “strafbarrrfeit”, “feit” berarti kenyataan yang 

terjadi sedangkan “strafbaar” berarti dapat dihukum. Sehingga sacara harfiah 

strafbaarfeit dapat dimaknai sebagai suatu kenyaataan yang dapat dihukum 

(Lamintang, 1990). Tindak pidana menurut rianda merupakan suatu tindakan yang 

dilakukan oleh seseorang yang melanggar larangan yang diatur oleh hukum dan 

diancam dengan sanksi pidana. Maka dapat di pahami bahwa seorang individu 
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tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang 

dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut 

(Putri, 2019).  Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila 

telah memenuhi unsur subyektif (unsur yang berasal dari dalam diri manusia) dan 

juga unsur obyektif (unsur yang berasal dari dalam luar manusia). Setidaknya 

suatu tindak pidana dapat dibedakan menjadi tiga macam yakni tindak pidana 

commissionis, tindak pidana omissionis, dan juga tindak pidana Commisionis Per 

Omisionem Commisa.  

Pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang bukan 

miliknya untuk dikuasai yang dilakukan secara sembunyi dan diam-diam dengan 

tujuan tidak diketahui oleh orang lain. Dalam kamus hukum pencurian merupakan 

perbuatan mengambil sesuatu yang bukan miliknya tanpa izin dan secara tidak sah 

yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi (Sudarsono,1992). Pencurian termasuk 

dalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang individu. 

Pencurian diatur dalam “Buku Kedua Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 

367 KUHP. 

Kleptomania secara bahasa berasal dari kata kleptin yang berarti mencuri 

(Sugiono, 2008). Sedangkan menurut istilah kleptomania merupakan suatu 

gangguan kejiwaan yang mengakibatkan pengidapnya tidak dapat menahan diiri 

untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Benda yang dicuri oleh 

orang yang mengidap kleptomania biasanya merupakan benda yang tidak begitu 

berharga secara materiil (Supratikna, 1995). 

Pengidap kleptomania pada umumnya akan merasa lega apabila mereka telah 

melakukan perbuatan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Pengidap 

gangguan ini juga melakukan tindakan tersebut secara berulang dan kompulsif, ia 

sebenarnya juga merasa tersiksa tidak dapat mengontrol dirinya untuk tidak 

mengambil barang yang bukan haknya. pengidap gangguan ini memiliki perilaku 

yang secara potensial berbahaya namun dia sendiri tidak dapat menghindarinya 

terkadang apabila tidak dilakukan ia akan merasakan efek sakit yang berdampak 

pada suatu keadaan tertentu (Gabriel, 2021). 

Seorang anak yang melakukan tindak pidana maka pertanggungjawaban 

pidanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
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Peradilan Pidana Anak. Seorang anak uang melakukan tindak pidana harus 

mendapatkan perlindungan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya 

agar dapat hidup, tumbuh, berkembangdan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat danmartabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dandiskriminasi.  

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemidanaan Anak Dengan 

Kecenderungan Kleptomania Sebagai Pelaku Tindak Pidana 

Pertanggungjawaban pidana terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum 

pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggung jawaban pidana sangat erat 

kaitannya dengan persoalan ada tidaknya kesalahan seseorang yang melakukan 

perbuatan. Secara teoritis, pertanggung jawaban pidana dibagi menjadi: Kurang 

mampu bertanggung jawab, mampu bertanggung jawab dan tidak mampu 

bertanggung jawab sebagian (Moeljatno, 2008). Dalam konteks ini keadaan 

psikologis termasuk kedalam kemampuan bertanggung-jawab, hal ini dapat dilihat 

dari sudut umum maupun orangnya. Artinya seorang yang mampu bertanggung 

jawab jika jiwanya sehat dan menyadari perbuatannya bertentangan dengan 

hukum. 

Berdasarkan “pasal 44 KUHP keadaan jiwa sebagai penyebab tidak dapat 

dipertanggungjawabkannya atas semua perbuatan dengan segala macam 

bentuknya yang bersifat umum. Pengidap kleptomania dalam hal ini merupakan 

termasuk seseorang yang mempunyai gangguan kejiwaan. Oleh sebab itu 

seeorang anak penderita kleptomania di kategorikan sebagai orang yang tidak 

mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, namun khusus pada perkara tindak 

pidana pencurian dan tetap dipertanggungjawabkan apabila ia melakukan tindak 

pidana yang lain. 

3.3 Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Pada Anak Dengan 

Kecenderungan Kleptomania di Surakarta 

Penyelesaian kasus tindak pidana pencurian pada anak dengan kecenderungan 

kleptomania di Surakarta, langkah pertama yang dilakukan adalah memberikan 

perlindungan kepada anak alih-alih mengancam pidana atas apa yang telah ia 

perbuat. Bentuk perlindungan yang diberikan pertama adalah pemberian 

pendampingan psikologi terhadap anak dengan kecenderungan kleptomania, 
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pemerintah sendiri menyediakan jasa psikolog untuk pendampingan anak dengan 

kecenderungan kleptomania dan ada juga program rumah aman untuk melindungi 

anak dengan gangguan psikis yang menganggu sosial anak dalam hal ini adalah 

dinas sosial selaku dinas yang berkaitan dengan hal tersebut.Sedangkan untuk 

langkah hukumnya dari pihak kepolisian nanti dari pihak kepolisian melempar 

kasusnya bisa ke PTPAS atau dinas sosial atau lembaga terkait lainnya, tapi untuk 

kasus anak rata-rata diselesaikan dengan diversi. 

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak 

dariproses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kasus yang sering 

muncul di dalam masyarakat yang melibatkan Anak sebagai pelakunya maka 

dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversi dapat 

memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan 

sosial lainnya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para 

penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani 

pelanggar-pelanggar hukum berusia muda atau dibawah umur tanpa menggunakan 

pengadilan formal. Hal inilah yang juga diterapkan oleh aparat penegak hukum di 

Kota Surakarta apabila menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana yakni 

proses hukumnya dilakukan dengan cara diversi. Namun secara hukum anak 

pengidap kleptomania dianggap tidak dapat bertanggungjawab secara hukum, 

proses diversi hanya dilakukan kepada anak yang melakukan tindak pidana yang 

tidak disebabkan karena gangguan kleptomanianya. Prioritas utama aparat 

penegak hukum dan dinas perlindungan sosial wilayah Kota Surakarta sejatinya 

memprioritaskan untuk memberikan perlindungan terhadap anak terlebih dahulu 

sebelum diproses secara hukum. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian pertanggungjawaban pidana terhadap pemidanaan anak 

dengan kecenderungan kleptomania sebagai pelaku tindak pidana pada dasarnya 

dapat dipidana dengan pasal di KUHP akan tetapi pelaku pidana dapat saja tidak 

dapat bertanggung jawab atas perbuatannya karena gangguan kleptomania 
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termasuk dalam gangguan kejiwaan yang mana secara hukum, orang yang 

memiliki gangguan kejiwaan dianggap tidak mampu melakukan 

pertanggungjawabnan di depan hukum. Selain itu seorang anak yang melakukan 

tindak pidana dalam bentuk apapun maka pertanggungjawaban pidananya 

dilakukan secara diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal inilah yang juga 

diterapkan oleh aparat penegak hukum di wilayah Kota Surakarta. 

4.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran bagi 

pemerintah, “untuk senantiasa melakukan pembaharuan peraturan yang berkaitan 

dengan anak, memberikan perlindungan dan memelihara anak sebagaimana 

mestinya agar anak sebagai calon penerus bangsa tidak terganggu atau ikut serta 

dalam suatu tindak pidana. Bagi orang tua untuk senantiasa memperhatikan dan 

memberikan bimbingan kepada anak dengan baik dan benar agar anak tidak 

terjerumus kedalam hal-hal negatif termasuk mencuri bahkan hingga mengidap 

kleptomania. Terakhir sekolah juga seharusnya untuk ikut serta dalam 

memperhatikan dan memberikan bimbingan terhadap anak agar lingkungan anak 

tetap terjaga, sehat dan nyaman dengan  begitu anak tidak terjerumus kedalam hal-

hal negatif termasuk tindak pidana dan bahkan mengidap gangguan kleptomania. 
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